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EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS
DI KABUPATEN DA]\ KOTA BANDUNG JAWA BARAT

Sopingi

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM
e-mail : soprngi_mlg@yahoo.com

Abstract: This research article presents the finding of research undertaken during 2011. The aim of this
research was to assess lhe effectiveness of the courses program implementation in Bandung, West Java.

Questionnaires and afocus group discussion (FGD) were conducted to get the data. Thefi.ndings show thal
course progrdms were ineffeclively inplemented, and the monitoring and supervision to programs were

ineffectively undertaken by the district governmentb

Abstrak: Artikel ini memaparkan temuan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2011. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menilai efektivitas penyelenggaraan program kursus di wilayah Bandung Jawa Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil
penelitian mendapati bahwa penyelenggaraan program kursus di wilayah Bandung belum diselenggarakan
secara efektif, dan kegiatan monitoring dan supervisi oleh Dinas pemerintah terkait juga belum dapat dijalankan
secara efektif.

Kata kunci: efektivitas, program kursus, dan lembaga kursus dan pelatihan

Pendidikan merupakan kebuhrhan dasar dan usaha

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui ke-
giatan bimbingan, peng ajaran dan/ atau latihan bagi
peranannya di masa yang akan datang. Sistem
pendidikan nasional dibangun dengan berpedoman
pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(fU No. 2012003), yang mengatur semua aspek

sistem, seperti pesefta didit tenaga pendidilg kelern-

bagaan, pengelolaan, pembiayaan, bidang kom-
petensi atau keahlian, jenjang danjenis pendidikan,

dan lain-lain, yang harus dijalankan dalamprinsip ke-

adilan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar warga

negara. Pasal 1 ayat 10 Undang-UndangNomor2O
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakarr batrwa pendidikan dilaksanakan melalui

3 jalur, yaitupendidikan formal, nonformal danin-
formd.

Pendidikan nonformal (PI.IF) ditujukan untuk
menyediakan pelayanan pendidikan kepada masya-

rakat yang tidak atau belum sernpat mernpe,roleh pen-

didikan formal untuk dapat mengembangkan diri,
sikap, pengetatruan dan keterampilan, potensi pribadi

dan mengembangkan usaha produktifunhrk mening-

katkan kesejahteraan hidupnya. Pasal 26 ayat2
Undang-UndangNomor 20 Tatrun 2003 menyatakan

bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengem-

bangkan potensi peserta didik dengan penekanan

pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan

fungsional serta pengembangan sikap dan kepri-
badian profesional. Sihombing ( 1 999) menyatakan

batrwa tujuan PNF lebih difokuskan pada bagaimana

peserta didik dapat tumbuh dan berkembang di
masyarakat trntuk meningkatkan martabatrya dan

kualitas hidupnya dengan didukung oleh aspek

akademis yang mantap. Pendidikan nonformal juga

merupakan pendidikan berkelanjutan yang ber-

orientasi pada peningkatan ketemmpilan dankemam-

puan berwirausaha. David Evans ( I 98 1 ) mengelom-

pokkanpendidikannonformal dalam 3 kategori, yaitu

PNF sebagai pendidikan pelengkap (complemen-

t ary e du c at io n), p enambah (s upp I em en t ary e du -

cation) dan pengganti (repl aces) bagi pendidikan

formal. Hadimya pendidikan nonformal merupakan

tuntutan dan realitas sosial, mengingat pendidikan

7t
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formal memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya

adalah keterbatas an daya j angkau, daya tampung,

dan juga daya untuk mampu menyiapkan peserta

didik untuk memasuki dunia kerja. Lulusan pen-

didikan formal seringkali memerlukan pendidikan

tambahan dan pelengkap berbagai keterampilan

keq a yang diperlukan untuk masuk dunia ke{a' Pen-

didikan nonformal berfimgsi untuk mengatasi sejum-

lah kesenlangan yang ada di masyarakat. Karena ter-

batasnya waktu, brayaatau alasan lain, karyawan

atau pegawai seringkali memerlukan layanan pen-

didikan nonformal sebagai altematif'

Program dan satuan pendidikan nonformal

sangat luas dan kompleks. Pasal26 ayat2 dan3

Undang-Undang Nomor 20 T[hun 2003 menyatakan

batrwapendidikan nonformal meliputi pendidikan ke-

cakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perem-

puan, pendidikan keaks araart)pendidikan keteram-

pilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,

serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengem-

bangkan kemampuan peserta didik. Satuan PNF ter-

diri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelom-

pok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan

majelis taklim, serta satuanpendidikan yang sejenis'

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masya-

rakat yang memerlukan bekal pengetahuan, kete-

rampilarl kecakapan hidtrp, dan sikap untr.rk me'trgem-

bangkan diri, mengembangkan profesi, usaha man-

diri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebihtinggi.

Kursus merupakan salah satu bentuk satuan

PLS yang paling populer. Istilah kursus secara umum

ditujukan sebagai benhrk pelatihan keterarnpilan ke-

pada peserta didik yang membutuhkan dan dise-

lenggarakan secara non formal. Menurut Forsyth

(1 995) ktrsus adalah penyiapan beragamjenis kete-

rampilan yang dipenrntukkanbagi warga belajar yang

mernbutuhkannya. Kursus sebagai suatu format pem-

belajaran berupa kelompok peserta yang perte-

muannya dilatarkan pada waktu tertentu dengan lama

waktu tertenhr dalam kerangka untuk mempelajari

suatu bidang studi yang terbatas di bawah bimbingan

seorang pelatih (Arif, 1986). Penyebutanjenis pro-

gram kunus selalu dikaitkan denganjenis kompetensi

atau keterampilan yang dipelajari, misalnya kursus

menjahit, kursus komputer, kursus bahasa, kursus

November 20\2, }{lm. 7 1'- 80

memasak, kursus kecantikan, dan sebagainya. Besar-

nya jumlah kursus yang diselenggarakan oleh masya-

rakat dibandingkan dengan yang diselenggarakan

oleh pemerintah cenden:ng berakibatpada tidak ada-

nya keseragaman dalam menyediakan standar

layanan pendidikan. Artinya, ada lembaga kursus

yang mampu menyediakan layanan pendidikan de-

ngan standar pelayanan tinggi, dan sebaliknya ada

pula yang memberikan layanan pendidikan dengan

standar rendah, kalau tidak boleh dikatakan hanya

sekadar menyediakan layanan pendidikan utama

yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik

yang mengikuti kursus dan kebutuhan belajamya'

Walaupun terdapat variasi dalam menyediakan la-

yanan pendidikan, namun berbagai program belaj ar

yang disediakan oleh lembaga kursus tetap diminati

masyarakat dan lulusan dari berbagai kursus yang

memiliki standar layananberbeda iflr memiliki peluang

yang sama urtuk memenuhi peluang ke{a' Dengan

fakta yang demikiarq perlu diketatrui bagaimanaprofil

penyelenggaraan kursus itu dilihat dari komponen

sistem pembelaj arannya. Pengetatruan tentang profi l
komponen sisternik pembelajaran ini perlu diketahui

sebagai bahan masukan bagi pengembangan,

pembinaan, maupun penetapan standar pendidikan

pada lembagakursus.

Penyelenggara kursus pada umumnya dise-

lenggarakan oleh masyarakat yang terdiri atas indi-

vidu, yayasan dan perusatraan. Beberapa alasan yang

mendasari pentingnya le,lnbaga kursus sebagai bagian

dari pendidikan nonformal adalatr; (1) meningkatrya

jumlatr pendudukusia sekolah dan aspirasi pendi-

dikan masyarakat tidak dapat terserap secara penuh

dan kurang terlayani seluruhnya oleh sistem pen-

didikan form al; (2) lembaga kursus sebagai bagian

dari pendidikan nonformal dapat melakukan fung-

sinya sebagai pelengkap atas kekurangan yang ter-

dapat pada pendidikan formal ; (3) lembaga kursus

mampu memberikan keuntungan relatif yang lebih

tinggi dibandinekan dengan pendidikan formal ditinj au

dari aspek pembiayaan, waktu dan keterampilan

yangdiperoleh.

Jumlah lembaga kursus yang sangat besar

dib andingkan satuan- s atuan pendidikan lainnya

merupakan aset yang sangat berharga bagi dunia pen-

didikan di Indonesia, di mana prakarsa masyarakat

untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan telah



I

r
i

t
I
i
I
(

:
r
i
v,
nt
I
I
I
I
i
t
I

i-

B

B

I
i-

h
F

E

I

s

h

tr

n

I
a

F

I
h

Sopingi, Efektivitas Penyelenggaraan Program Kursus di Kabupaten dan Kota BandungJawa Barat I 73

berkembang. Perkembangan yang demikian pesat

itu perlu terus didorong dan ditingkatkan mutunya

agar sumber daya manusia yang dihasilkan semakin

dapat memenuhi kebuhrhan masyarakat dandunia

usaha/industi. Untuk itu panerintatr bersama institusi

terkait perlu terus melakukan pembinaan dan
pengembangan penyelenggaraan program kursus

mulai dari penataan kelembagaan, program b elajar

dan korponen sistemik pernbelaj arannya. Penelitian

Supriyono (2009) tentang kursus memberikan data,

bahwa untuk selunrh unit komponen penyelenggaraan

sistem pembelajaran pada kursus terdapat variabilitas

yang berbeda-benda. Terdapat perbedaan dan per-

samaan komponen sistemik pembelajaran pada

kr.usus, baik antar wilayah maupun antarjenis kursus.

Untukbeberapajenis ln:rsus dibutuhkan adanya lari-
kulum berstandar intemasional karena terkait dengan

adanya lisensi internasional kemampuan tertentu.

Dibutuhkan pula sebuah sistem perencanaan

dan penatakelolaan pembelaj aran yang sistematis dan

berbasis manaj emen. S ebagai perkembangan dari
program magal5maka ada kecenderungan pada

kursus untuk tidak membuat perencanaan pengem-

bangan kelembagaan dan program pembelaj aran.

kmbaga kursus perlu dibimbing atau dibina sehingga

memiliki kesiapan berkembang lebih lanjut menjadi

lembaga pendidikan yang lebih sistematis dalam hal

pengaturan komponen sistem kelerrbagaan dan pem-

belajarannya. Penataan lembaga kursus ini dibu-
tuhkan sebagai upaya menyongsong standardisasi,

akreditasi, dan sertifikasi, baik yang ditujukan untuk
penataan kelembagaarl program belajar, maupun lu-

lusan. Menghadapi globalisasi dunia dan pasm bebas,

lembaga kursus di lndonesia perlu ikut berbena]r diri
agar tidak kalatr bersaing dengan lembaga kursus dmi

luar negeri. Saat ini telah ada lembaga kursus asing

yang telah buka cabang ataumembukafranchise di
Indonesia, seperti misalnya lembaga English First
untukkursus bahasa lnggris, kursus menjahit, dan

beberapa j enis kursus komputer.

Dengan demikian nyata sekali bahwa di tengatr

perkernbangan kursus yang demikian pesat ini perlu

tens didorong dan ditingkatkanmutunya agm sumber

daya manusia yang dihasilkan semakin dapat me-

menuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/

industri. Untuk itupemerintah bersama institusi terkait

perlu secara terus-menerus melakukan pembinaan

danpengerrbangan kursus mulai dmi penataankelem-

bagaan,program belajar dan komponen sistemik
pernbelajarannya.

Berkaitan dengan perkembangan kursus di atas

maka tujuanperelitian ini adalah melakukan evaluasi

atau penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan

program kursus dilihat dari komponen input pro-

gram, proses program dan output program serta

peran pemerintah terhadap penyelengg araan pr o-

gram kursus. Hasil penelitian evaluasi ini dapat di-
jadikan sebagai dasar untuk merumuskan reko-
mendasi yang perlu diberikan untuk perbaikan dan

pe,ngembangan penyelenggaraan program kursus da-

lam perspektif tata kelola atau manajemen pro-

fesional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi de-

nganjenis evaluasi implementasi kebijakan. Pen-

dekatan yang digunakan adalah pendekatan kuan-

titatif dan kualitatif. Populasi dan sampel penelitian

adalah penyelenggaraan program kursus yang dilak-

sanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP)

di Kabupaten dan Kota Bandung. Jumlah sampel

sebanyak 30 program kursus, dipilih secara acak.

Jumlah responden penelitian sebanyak 100 orang,

terdiri atas 30 orang penyelenggara kursus, 30 orang

instruktur, 30 orang peserta, dan 1 0 orang penilik.

Evaluasi difokuskan pada efektivitas penyeleng-

garaan program kursus, meliputi efektivitas pada

komponen input,proses, dan output pro gram kur-

sus. Penggalian data dilakukan melalui penyebaran

angket dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Penyebaran angket ditujukan kepada 4 kelompok

responden, yaitu pengelola kursus, insfrrktur, pesetrta,

dan penilik. Diskusi kelompok terfokus diikuti oleh

perwakilan responden sebagai informan, dan dipilih
secara acak.

Analisis data dilakukan dengan (1) deskriptif
persentase untuk data kuantitatif (hasil survey); dan

(2) analisis terna-tema hasil temuanpenelitian untuk

data kualitatif (hasil FGD). Pembahasan dilakukan

dengan caramembandingkan antara hasil temuan

penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya dan

teori-teori yang relevan, untuk selanjutrya diberikan

makna atau interpretasi. Penilaian efektivitas dilaku-



74 I Jurnal Pendidikan Nonformal volume 5, No. 2, November 2012,H1m.71-80

'i 't<an dengan desain pengulctran tunggal yang dikern-

bangkan Reeves (dalam Mawardi, 2006) dqngan

cara menghitung; ( 1) rata-rata skorpenilai, yaitujum-

lah skor penilaian seluruh penilai pada setiap butir

soal dibagi jumlah penilai, (2)persentase dari skor

maksimum, yultrata-rataskorpenilaian penilai (hasil

nomor 1) dibagi skormaksimumX 100% (skormak-

simum); dan (3) rata-rataskor penilaian total, yaitu

jumlah rata-rata.skorpenilaian tiap butir soal dibagi
jumlah butir soal. Penentuan tingkat efektivitas ter-

hadap pelaksanaan pada setiap komponen evaluasi

didasarkan pada kriteria berikut, yaitu; ( 1 ) bila rerata

skor perolehan data kurang dafl 60% skor maksimal,

maka komponen evaluasi tersebut dinilai tidak atau

kurang efektif; (2) bila rerataskor perolehan data

60%- 80% skor maksimal, maka komponen eva-

luasi tersebut dinilai cukup efektif; dan (c) bila rerata

skor perolehan data di atas 80% skor maksimal,

maka komponen evaluasi tersebut dinilai efektif.

HASIL DAN PEMBAIIASAN

Hasil

Komponen Input

Data yang digali sebagai dasar untuk melakukan

penilaian efektivitas terhadap komponen input
penyelenggaraafi program kursus meliputi; (1)

penyiapan peserta; (2) penyiapan desain program

dan kurikulum; (3) penyiapan modul, silabus, RPP,

danjadwal pembelajaran; (4) penyiapan instuktru;
(5) penyiapan sarana belajar dan sarana pendukung;

dan (6) penyiapan tata kelolakeuangan dan admi-

nistasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; ( 1 ) se-

bagian besar LKP penyelenggara program kursus

(>7 I%) tidak melakukan pemilihan/seleksi pes erta

dan tidak memperhatikan kesiapan belajar peserta

didik; (2) sebagian besar LKP (>63%) tidak
melalarkan penyiapan desain program dan kurilafum

berdasarkan analisis kebutuhan peserta dan dunia

usaha dan industri (DUDI) secara memadai; (3)

sebagian besar LKP (>70%) telah menyusun dan

memiliki modul, silabus, dan jadwal pembelajaran

program kursus, tetapi hanya sebagian kecil LKP
(<21%) saj a yang memiliki SAP pada setiap mata

kursus; (4) sebagianbesar LKP (>7 5%) memiliki

jumlah insbukhrr secara memadai, tetapi hanyaseba-

gian kocil LKP (<11%) saja yang memiliki kriteria
pemilihan dan desain pengembangan kompetensi ins-

ff uktur secara j elas ; (5 ) sebagian be sar LKP (> 5 4%)

memiliki sarana belajar dan sarana pendukung secara

memadai; (6) sebagian kecil Ll<P (<33%) yang

melalarkan tertib tata kelola keuangan dan adminis-

ftasi.

Mengacu pada kriteria efektivitas yang ditetap-

kan dapat disimpulkan bahwa efektivitas komponen

input peny elenggaraankursus pada LKP di Kabu-

paten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang

efektif

Komponen Proses

Data yang digali sebagai dasanlrtuk melakukan

penilaian efektivitas terhadap komponen proses

penyelenggaraan progftIm kursus meliputi; ( 1 ) pro-

porsi proses pembelajaran (teori, praktik dan

magang); (2) kemampuan insbuktur melakukan ke-

giatan pembelaj aran; (3) keberfungsian dan peman-

faatanmedia dan sarana belajar lainnya; (4) pem-

berian penghargaan dan perlindungan (harlindung)

kepada instruktur; dan (5) mekanisme danproses

evaluasi hasil belaj ar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; ( 1 ) ke-

giatan pembelaj aran pada penyelenggaraan program

kursus pada sebagian besar LKP (>81%) dilakukan

secara proporsional, di mana proporsi materi praktik

lebih banyak dibanding teori; (2) instukfur pada se-

bagianbesar LKP (<53%) dinilai mampu melakukan

proses pembelajaran sesuai standar; (3) media dan

sarana belajar yang disediakan untuk kegiatan

pembelajaran program kursus pada sebagian besar

LKP (>66%) dinilai fungsional dan dimanfaatkan se-

cara optimal; (4) pemberian penghargaan dan per-

lindungan kepada instruktur pada sebagian besar

LKP e7 zyo)kurang memadai; dan e) evaluasi hasil

belajar peserta didik program kursus pada sebagian

LKP (>68%) telah dilaksanakan sesuai standar.

Berpijak pada kriteria efektivitas yang ditetap-

kan dapat disimpulkan batrwa efektivitas komponen

proses penyelenggaraan program kursus pada LKP

di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk cukup

efektif.
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Komponen Outpul

Data yang digali sebagai dasm untuk melakukan

penilaian efektivitas terhadap komponen output
penyelenggaraan program kursus meliputi; ( 1 ) kelu-

lusan peserta; (2) grade atau tingkat kemampuan

lulusan; (3) keterserapan lulusan pada dunia usaha

danindustri (DUDD.

Hasil penelitian menunjuk{<an bahwa; (1) kelu-

lusan peserta pada ujian program kursus pada seba-

gian besar LKP (>8 8%) tirggr; (2) tingkat kemam-

puan lulusanprogram kursus pada sebagian besar

LKP (>91%) adalah tingkat mahir; dan (3) kete-

rserapan lulusan kursus pada dunia usaha dan industi
(DUDI) danl atat melakukan usaha mandiri atau

berwirausaha pada sebagian besar LKP (> 69%)

termasuk kategori rendah.

Mengacu pada kriteria efektivitas yang ditetap-

kan dapat disimpulkan bahwa efektivitas komponen

output penyelenggaraan program kursus pada LKP
di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori

kurangefektif.

Peran Instansi Pemerinlah

Data yang digali sebagai dasm untuk melakukan

penilaian efektivitas terhadap peran instansi pemerin-

tah terhadap penyelenggaraim program kursus difo-
kuskanpada efektivitas fungsi supervisi yang dila-

kukan Dinas Pendidikan Kabupaten/I(ota, meliputi '
fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan program

kursus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1)

sebagian besar LKP (>53%) menyatakan bahwa
fungsi koordinasi Dinas Pendidikan terhadap penye-

lenggaraan program larsus dinilai cukup; (2) sebagian

besar LKP Q7 2%) menyatakan bahwa fungsi pem-

binaan dari Dinas Pendidikan terhadap penyeleng-

garzuill program kursus kurang sesuai kebutuhan; (3)

sebagian besar LKP (>68%) menyatakan bahwa
firngsi pengendalian dan pengawasan dari Dinas Pen-

didikan terhadap penyelenggaraan program kursus

kurangfi:ngsional.

Mengacu pada kriteria efektivitas yang di-
tetapkan dapat disimpulkan batrwa efektivitas perul
Dinas Pendidikan dalam melakukan fiurgsi koordinasi

dan supervisi pada penyelenggaraan program kursus

pada LKP di Kabupaten dan Kota Bandung terma-

suk kategori kurang efektif.

Pembahasan

Efektivitas Komponen Input

Efektivitas komponen inp u t peny elenggaraan

program kursus yang dilaksanakan oleh LKP di

Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori

kurang efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai be-

rilart. Pertama, padaumumnya LKP tidakmelakukan

hal-hal berikut, yaitu seleksi peserta, identifikasi ke-

mampuan awal pesert a, dan identifi kasi ke s iapan

belajar peserta. Hal ini bermakna bahwa proses

penyiapan pesertaprogram kursus belum banyak

dilakukan oleh LKP. Temuan pola relautmen yang

demikian belum mampu menggambarkan dan me-

menuhi prinsipprinsip penyelenggaraan kursrs seba-

gaimana dikonsepsikan dalam buku pedoman

penyelenggaraan program hrsus tahun 201 1 . Model

seleksi yang demikian belum mampu menghasilkan

prototype ataukonfigurasi peserta didik yang benar-

benar siap belajar dan siap beke{a setelah mengikuti

program kursus, padatral seleksipeserta sangat dibu-

tuhkan dan menentukan keberhasilan penyeleng-

garaan kursus. Keberhasilan program pembelajaran

antara lain ditentukan oleh proses rekruftnen peserta,

yaitu peserta yang benar-benar membutuhkan pro-

gram (Tracey 1 989). Keberhasilan penyelenggaraan

kursus antara lain ditentukan oleh pola seleksi yang

lebih mampu menjamin kesanggupan dan keber-

langsungan proses belaj ar peserta.

Dalam sesi FGD ditemukan adanya peserta

yang hanya mengikuti pembelajaran di awal saja dan

putus belaj ar karena tidak tertarik untuk belaj ar lebih

lanjut karena berbagai alasan, termasuk karena me-

rasa sudah dapat beke{ a dengan kemampuan kerj a

yang telah dipelaj ari di program kursus walaupun be-

lum tuntas proses pembelajaftmnya. Identifikasi minat

dan kesiapan belajar peserta belum menjadi per-

hatian, padahal minat dan kesiapan belaj ar peserta

juga merupakan faktor yang turut menentukan ke-

berhasilan. Knowles (1 995 :43) menandaskan batrwa

salah satu faktor penting bagi keberhasilan program

pendidikan dan pelatihan pada proses rekrutrnen pe-

serta adalah minat. Hasil penelitian Foxon ( 1 9 89 : 9 1 )
menyebutkan bahwa keefektifan penyelenggaraan
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program pembelajaran ditentukan oleh tingginya
minat peserta. Pada pembelaj aran orang dewasa,
pengalaman belajar merupakan sumber belajar yang

penting dan patut diperhatikan (Knowleq 1984:44).

Hal demikian menurjukkan bahwa kemampuan

awal (entry behavior)peserta menjadi hal penting
yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pro-
gram kursus, dan ini merupakan titik lcitis pada kom-
ponen input dalam penyelenggaraan program kursus

di Kabupaten dan Kota Bandrurg.

Kedua, temuan penelitian menunjukkan batrwa;

( 1 ) penyiapan desain program dan kurikulum pro-
gram kursus pada umumnya belum didasarkan pada

hasil analisis kebutuhan, karena tidak satu pun LKP
yang melalnrkan analisis kebuhrhan; (2) desainpro-
gram dan kurikulum untuk satujenis kursus yang di-
gunakan beragam; (3) tidakpemah dilakukan penin-
j auan ulang kurikulum yang digunakan; dan (4) kom-
petensi yang dikembangkan lebih pada kompetensi

vokasi. Dalam kondisi demikian LKP akan meng-
alami kesulitan untuk dapat mengembangkan desain

program dan kurikulum yang tepat sesuai kebututran.

Dessler (2004:217) menegaskan bahwa analisis
kebutuhan merupakan langkatr pertama yang harus

dilakukan untuk mengetatrui keterampilan kerja spe-

sifik yang dibutuhkarl menganalisis keteramprlan dar.t

kebutuhan calon yang akan dilatih, dan mengem-
bangkan pengetatruan k*rusus yang terukur sertra tuju-
an prestasi. Dengan minimnya data y angdapat di-
j adikan dasar maka desain program dan kurikulum
program kursus yang dikembangkan atau digunakan
cenderung beragam, dan tingkat ketepatan desain
program dan kurikulum terhadap kebutuhan peserta

didik sulit dipertanggurg-jawabkan. Kondisi demi-
kian semakin diperparah dengan kenyataan bahwa
kurikulum yang digurakan dalam penyelenggaraan

program kursus adalah ktuikulum yang biasa dipakai
danjarang atau bahkan tidakpematr dilakukan penin-
jauanulang.

Orientasi kompetensi yang dikembangkan pada

program larsus adalatr pada pen$um.um kompetensi
vokasi, sementara kompetensi personal dan sosial
yang terkait dengan kompetensi vokasi tersebut be-
lum banyak diperhatikan. Model penyelenggaraan
pembelajaran yang demikian belum mampu mem-
berikan penguatan secara proporsional dan memadai
kepada peserta untuk benar-benar siap bekerj a pada

duria kef a dan dapat tumbuh-kembang menjadi pe-

kerja yang cakap dalam merespon terhadap setiap

situasi ke{a pada profesi yang ditekuni. Kompetensi

sosial dan personal merupakan faktor penting yang

turut menentukan perkembangan karier seseorang

dalam suatu pekerjaan atau profesi yang ditekuni.

Penguasaan keterampilan teknis memang dibututrkoru

akan tetapi kernampuan teknis itu dapat berkernbang

secara cepat apabila disertai denganpersepsi diri se-

orang pekerja dan kemampuan komunikasi sosial di
lingkungan kerlany a. S chrag ( 1 9 8 7) mene gaskan

bahwa pendidikan berbasis kompetensi me-
nitikbemtlon pada pengerrbangan kemampuan untuk

melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu yang

sesuai dengan standarperformansi yang telah dite-
tapkan.

Ketiga, hasil penelitian menunjulikan databah-

wa pada umumnya LKP telah menyediakan sarana

belajar dan sarana pendukung pembelajaran secara

cukup memadai. Namun dalam sesi FGD diperoleh

keterangan bahwa sarana belajar tersebut hanya be-

rupa gedung dan ruang b elajr y ang dapat dikatakan

memadai, sementara sarana belajar yangberupa fasi-

litas proses belajar-mengajar seperti media d"n
bahanbelajar dikatakan masih sangat kurang. AI*
dan sarana b elajar yang dimmfaatkanuntuk proses

pembelaj aran biasanya sekaligus berup a alatkeqa.
Situasi ini masih jauh dari harapan, di mana seyo-

gianya setiap LKP memiliki saran4 alat, media, dan

bahan belajar yang mencukupi untuk efektivitas be-

lajar peserta didik (Ditjen PMPTK, 2007). Sebagai-

mana dituntut oleh dunia ke{a dan industri yang per-

kembangan peralatan produksinya berkembang
sangat cepat. Apabila peralatan belajar yang
digunakan pada program kursus sudah out of date,

maka lulusannya akan mengalami kegagapan dalam

menghadapi peralatan dunia kerjayang telah lebih
canggih.

Keempat, temuan penelitian menunjukkan
bahwa penyiapan instnrktur belum optimal, karena

meskipun jumlah instruktur cukup memadai tetapi

desain pemilihan dan pengembangan kompetensi
instruktur tidakjelas. Situasi demikian belum mampu

menampakkan rasa optimisme dalam penyeleng-
garaan kursus. Instruktur kursus perlu mendapatkan

perhatian dalamhal rekrutasi, pendidikan prujabatan,

mobilisasi dan demobilisasinya (penugasan dan
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pengunduran tugas), Sebaiknya instruktur kursus

adalatr orang yang mumpuni dalam hal pengalaman

ke{a dan penguasaan metode serta peneraparmya

dalam proses pembelajaran (Stronge, 2004). Bur-
den dan Byrd (2010:3) mengelompokkan 3 karak-

teristik utama pendidik yang efektifi yaitu pendidik

harus mem llibr ht ow I e d g e, s ki I I s, dan d i s p o s i t i o n.

Hal demikian berpengaruh terhadap efektivitas
penyelenggaraan pembelajaran dan pada akhimya

berpengaruh terhadap keberhasilan program pem-

belajaran.

Kelima, ternuan penelitian menunjukkan batrwa

tata kelola keuangan dan administrasi penyeleng-

garaarL program kursus program masih perlu
dibenahi. Fakta lapang menunjukkan bahwa
penyiapan rencana pembiayaan program kursus lar-

rang terencana dengan baik, dan dana blockgrant
masih sangat dibutuhkan. Dalam sesi FGD di-
dapatkan keterangan bahwa; (1) penggunaan dana

program kursus cenderung dicampur dengan dana

usaha pemilik LKP; (2) kurangnya upaya menjaring

dana dari berbagai sumber selain dari peserta didik
dan itu merupakan kreativitas penyelenggara dalam

mengelola kursus. Pemanfaatan dana yang tersedia

di lembaga kursus merupakan indikator tentang pro-

fesionalitas pengelolaan lernbaga. Rata-rata dana yang

digunakan untuk mengelola lernbaga pendidikan cen-

derung pas-pasan. Pertanggungj awaban pengelolaan

program merupakan indikator adanya kesadaran

akuntabilitas para penyelenggara kursus. Dalam sesi

FGD diperoleh keterangan bahwa laporan pertang-

gungjawaban ini hanya dilakukan ketika dan terkait

dengan block grant.Untuk program reguler laporan

pertanggung jawaban tidak dilakukan sama sekali.

Efektivitas Komponen Proses

Efektivitas komponen proses penyelenggiliuul

program kursus yang dilaksanakan oleh LKP di
Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori

cukup efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai beri-
kut. Pertama, temuan penelitian menu{ukkan bahwa

pelaksanaan proses pembelajaran program kursus

oleh LKP belum optimal danbelum sepenuhnya

dilaksanakan sesuai standar proses yang ditetapkan.

Proporsi materi pembelajaran sudah sesuai dengan

orientasi program, praktik lebihbanyak dari teori.

Pada umumnya tidak dilakukan program magang;

fokus utama pembelajaran pada penguasaan kom-

petensi vokasional semata.

Kedua, kemampuan instukh:r melakukan ke-

giatan pembelaj aran masih belum optimal dan masih

perlu ditingkatkan. lndikatomy a adalah; ( 1 ) kemam-

puan melalarkan kegiatan pembelaj aran masih belum

memadai; (2) sebagianbesar insffuktur tidak memiliki

latar belakang pendidikan formal bidang kepen-

didikan dan belum menjalani diklat kompetensi men-

didik danmengajarpendidikan nonformal; (3) tinel<at

kesertaan pada kegiatan diklat metode dan teknik

pembelaj aran rendah; (4) pemahaman instruktur

terhadap konsep pembelajaran orang dewasa

(andragogi) beragam dan cenderung kurang. Instruk-

tur yang berkompeten unhrk mengaj ar adalah ins-

fruktur yang mempunyai pengetatruan dan menguasai

materi yang diajarkan, serta pengetahuan lain yang

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran (lmowledge

related to teaching in general,pedagogical htow-

I e dge, dan p e d a g o g i c a I c o n t en t lcn ow I e d g e) (Bttt -

den dan Byrd, 2010). Sejumlah kompetensi dasar

yang harus dikuasai insfuktur adalah; (1) menguasai

bahanlmateripelajaran;(2)mampumengelolapro-
gram pembelajman; (3) mampu mengelola kelas; (4)

mampu menggunakan media dan sumber belajm; dan

5) mampu mengelola interaksi pembelajaran

(Rusman, 20 1 0: 5 1), dan ragam kompetensi dasar

itu belum selunrhnya dimiliki oleh instrukhr kunus

di Kabupaten dan Kota Bandung.

Ketig4 temuan penelitian menunjukkan batrwa

pemberian penghargaan dan perlindungan (har-

lindung) kepada instuktur masih rendah. Hal demi-

kian ditunjukkan oleh fakta bahwa; 1) sebagian besar

insfukffi berstatus sebagai pegawai kontak; 2) ins-

truktur tidakmenerima gaji tetap perbulan; 3) gaji

atau upah yang diterima dalam satu bulan pada

umumnya kurang dari 1 juta rupiah; 4) insttrktur tidak

menerima tunjangan lain selainupah; 5)jenjang karier

instuknu pada LKP tidakj elas. Hal demikian dapat

dimaknai bahwa pemberian penghargaan dan per-

lindungan (harlindtrng) oleh LKP terhadap instnfttur

belum diatur secara sistematis dan memadai. Pada

sisi lainjuga diketahui bahwa proses rekrutasi, mo-

bilisasi, dan demobilisasi instrukhlr belum dilaktrkan

secara sistematis menurrt alasan-alasan yang masuk

akal. Rekrutasi instruktur masih dilakukan secara
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insidental, tergantung hubungan yang bersifat per-

sonal, dan belum ada aturan bakunya. Dengan situasi

yang demikian mudatr untuk dimengerti bila para ins-

truktur belum memiliki kompetensi mendidik dan

mengajar sebagaimana yang sehanrsnya terjadi pada

diri seorang pendidik dan tenaga kependidikan pen-

didikannonformal.
Keempa! temuan penelitian menunjukkan bah-

wa penilaian hasil belajar dilaksanakan di LKP dan

sebagian kecil saja yang melaksanakan uji kom-
petensi pada TUK. Sebagian besar peserta hanya

mengikuti ujian al*rir yang diselenggarakan oleh LKP

dengan tingkat kelulusan cukup tinggi. Hanya
sebagian kecil saj a peserta didik yang benninat meng-

ikuti uji kompetensi pada TUK. Kurangnya minat

peserta mengikuti uji kompetensi pada TUK karena

alasanjarak TUK yang cukup jauh, masalah biaya,

dan TUK yang ada hanya unhrk j enis profesi tertenhr.

Efektivitas Komponen O utp ut

Efektivitas komponen o utput programkursus

yang dilaksanakan oleh LKP di Kabupaten dan Kota

Bandung termasuk kategori cukup efektif. Hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut. Kefuaran atau out-

put programkursus adalah te{adinya perubahan peri-

laku pada diri peserta baik berupa penambahan

pengetahuan, keterampilan, danlatau sikap yang ber-

kaitan dengan kesiapan memasuki dunia kerj a dan

industi atau berkaitan dengan memulai bekerj a man-

diri berwirausaha. Dengan tingkat kelulusan peserta

yang tinggi dan dengan tingkat kemampuan pada ting-

kat matrir temyata belum mampu mendongkak ting-

kat keterserapan lulusan kursus pada dunia kerja atau

kemampuan melakukan usaha mandiri (berwira-

usaha).

Data penelitian menrurjukkan bahwa evaluasi

hasil belajar telah dilakukan, namun demikian desain

evaluasinya masih bersifat instnrmental, telcris, admi-

nistratif, danbelum dilakukan secara substantify-g
dapat dipakai sebagai dasaruntuk memprediksi ozf-

come program secara substantif. Evaluasi memiliki
peran penting dalam keseluruhan program pembe-

lajaran dan pendidikan, termasuk pada program

kursus. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui

tingkat perolehan hasil belajar peserta didrh keefek-

tifanprogramyangtelahtengahdilaksanakanatat

juga dampak program yang telah dilaksanakan pada

masalalu.

Untuk mengetahui peran dan kegunaan evaluasi

pada program kursus, maka perancang, pelaksan4

dan evaluator program kursus harus memahami kon-

sep evaluasi dan peranannya dalam keseluruhan pro
gram pembelajaran. Evaluasi program pembelaj aran

seperti kursus akan lebih sempuma apabila dilakukan

dalam model evaluas i lim a talnp y arrydinil ai paling

relevan rurtuk diimplemeirtasikan pada evaluasi pro
gram pembelaj aran pendidikan nonformal termasuk

program kursus (B atchel or, 200 l), yaitu meliputi

tahap 1 reaction and planned action, tahap 2 cog-

nitive learning and retention, tahap 3 on-the-job

application, tahap 4 performance results, dan

tahap 5 return-on-investment (ROD

Jenjang pertama, adalah evaluasi yang di-

arahkah untuk mengukur reaksi dan rencana aksi pe-

serta dalam menindaklanjuti hasil pembelajaran. Jen-

j ang kedua, memfokuskan evaluasi pada apa y ang

masih diingat dantelah dipelajari. Jenjang ketiga, eYa-

luasi untuk mengukur penerapan hasil belajar di tem-

pat kerja. Jenjang keempat, evaluasi untukmengukur

hasil usaha yang didapat organisasi, perusahaan, dan

peserta program. Jenjang kelima evaluasi tentang

return on investmen / atau keuntungan finansial atas

biaya telah dikeluarkan oleh perusatraan dan peserta.

Evaluasi ini lebihrumit dari empat evaluasi yang

lainnya, dan cakupan objeknya lebih komprehensif

dan menyeluruh. Pertanyaan yang dijawab meliputi

pertanyaan -pertany aan yang berkaitan dengan

efisiensi atau pertanggungjawaban penggunaan dana

atau aspek finansial. Kebanyakan evaluasi program

pembelajaran dilakukan pada jenjang yang pertama

dan kedua, atau paling tinggi hanya padajenjang

keempa! sementara itu sedikit sekali evaluasijer:Ljang

kelimadilalarkan.

Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah

waktu pelaksanaan pada setiap j enj ang evaluasi.

Meskipun tidak ada ancaran waktu yang jelas, namun

perkiraan kapan saat evaluasi harus dilakukan dapat

dan harus diperkirakan, tidak bisa dilakukan sem-

barangwaktu. Jenjang pertama, ditujukan untuk

mengukur dan menilai reaksi dan rencana aksi pe-

serta untuk menindaklanjuti hasil program pem-

belajaran, dilakukan sesaat setelatr program berakhir,

kira-kira sesaat sebelum penutupan ke giatan dila-
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kr.rkan. Jenjang kedu4 ditujukanuntuk mengukur dan

menilai apayatgmasih diingat dan telah dipelajari
peserta, dilakukan satu sampai dengan dua bulan
setelatr program berakhir. Jenjang ketiga, ditujukan
mrnk mengukur penerapan hasil belaj ar peserta di
qat ke{ a, dilakukan kira-kira antara dua sampai
,h'gen enambulan setelah program berallrir. Jenjang
teempa! ditujtrkan untuk mengukur dan menilai hasil
ncaha atau keuntungan yang didapat oleh organisasi,

perusahaan, dan peserta, dilakukan setelah enam

ryai satu tatrun program berakhir. Jenjang kelima,

ditujukan untuk mengukur d an menilai return on in-
restment atatkeuntungan finansial atas biaya diklat
png telah dikeluarkan oleh perusahaan dan peserta,

dilakukan kwang lebih satu tahun setelah program

usai dilaksanakan.

Efektivitas Peran Instansi Pemerinlah

Efektivitas peran instansi pemerintah terhadap

penyelengg ar aan pr o grun,kursus di Kabupaten dan

Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif. Hal

ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran instansi

Pemerintatr dalam pernbinaan program kursus dalam

penelitian inidipahami sebagai ragam dan kualitas

tindakanmendorong danme,rnfasilitasi yang dilalflrkan

agensi pemerintah daerah dalam menumbuhkem-

bangkan program kursus, khususnya yang dilakukan

penilik sesuai dengan tupoksinya sebagai supervisor

program-program pendidikan nonformal.

Pada bagian ini yang menarikuntuk dibahas

adalah lemahnya kontrol dan pengendalian dari
pemerintah, kfiususnya Dinas Pendidikan terhadap

penyelenggar.um progam kursus. Dinas Pendidikan

belum mem lliki d at ab a s e LI{P sec ara lengkap di
wilayah kerjanya. Sebagai tenaga organis Dinas

Pendidikaru penilikkurang merasa memilih tanggung

jawab untuk ikut mengawasi atau membina program

kursus. Pemahaman terhadap penyelenggaraan pro-

gram kursus beragam dan cenderung tidakmengeta-

hui desain dan operasional program kursus. Frelarensi

supervisi oleh Dinas Pendidikan terhadap penyeleng-

garaan progarn kursus di wilayatr kerjanya termasuk

kategori rendatr. Materi pembinaan yang pada umum-

nya tidak sesuai dengan yang betul-betul dibututrkan

LKP dalam penyelenggaraarl kursus, dan belum
menyentuh pada aspek pengembangan usaha kursus.

Penilik temyata sangat lcurang memiliki penge-

tatruan dan kurang memiliki akses yang cukup tentang

kursus. Padahal berdasarkan tupoksinya, penilik
adalahjabatan fungsional pegawai negeri sipil yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung j awab,

dan wewenang untuk melalcukan kegiatan pengen-

dalian mutu dan evaluasi dampak program pendi-

dikan anakusia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan

dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan

nonformal dan informal (PNFI). (KepmenpanNomor

1 4 Tahun 20 1 0, tentang Jabatan Fungsional Penilik

danAngkaKreditnya).
Penilik semestinya menjadi tempat bertanya,

berkonsultasi, dan atau mendapatkan pencerahan

bagi para pelaku praktisi, penyelenggara, dan pem-

bina satuan danprogram PNFI dan PAUD, termasuk

LPKyangmengalamikesulitarl menghadapi masalatr,

atau mendapatkan inspirasi dalam pengembangan

program. Dengan kemampuan manajerial dan super-

visional yang dimiliki, seorang penilik seharusnya

mampu menjawab atau memberikan solusi terhadap

setiap masalah yang dihadapi kelompok binaan atau

klien. Namun kenyataan lapangan menunjukkan be-

tapa konsepsi demikian masihjauh dari kenyataan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berpijak pada capaian efektivitas pada kompo-

nen masukan (input),komponen proses, dan kom-

ponen output penyelenggaraan program kursus,

serta capaian efektivitas fungsi supervisi yang dila-

kukan oleh instansi pemerintah terhadap penyeleng-

garaan kursus dapat disimpulkan bahwa; (1)

penyelenggaraan kursus yang diselenggarakan oleh

LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasukka-

tegori kurang efektif; dan (2) peran Dinas Pendidikan

dalam pelaksanaan fungsi supervisi dan monitoring

terhadap penyelenggaraan kursus di Kabupaten dan

Kota Bandtmg termasuk kategori kurang efektif.

Saran

Saran ataurekomendasi yang dapat diberikan

bagi perbaikan dan efektivitas penyelenggaraan kur-

sus di Kabupaten dan Kota Bandung sebagai berikut;

(l) dana block grant yangdiluncurkan oleh pemerin-
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tah masih dibutuhkan oleh karena itu perlu dilanjut-

kan, namun demikian proses seleksi LKP calon pe-

nerima block grant hendaknya dilakukan lebih

selektif. T\ack record dan succes s s tory LW men'
j adi bahan pertimbangan utama untuk menentukan

penerima dana block grant. L,ebih disukai bila skerna

block grant diubah menjadi skema insentif kepada

LW yang track record-nyabagus dalam penyeleng-

garaan kursus.. Penilaian dan pemilihan LKP calon

penerima insentif sebaiknya dilakukan oleh lembaga

independen, jumlah dana insentif lebih besar dan

signifikan bagi pengembangan LKP; (2) dibutuhkan

pengembangan model diklat bagi peningkatan kom-

petensi instuktur, dan untuk itu dibutuhkan dukungan

kebijakan dan pendanaan, serta pengembangan kuri-

kulum dan modulnya. Untuk meningkatkan profesi-

onalitas dan kompetensi instnrktur dibututrkan du-

kungan kebijakan ldrususnya yang terkait dengan

pemberian harlindung bagi insmrktur kursus; (3) perlu

dikerrbangkan model pengawasan dan pengendalian

mutu program dan mutu lulusan, serta dukungan

kebij akan dan pembiayaannya; dan (a) dibutuhkan

dikembangkan model diklatbagi peningkatan kom-

petensi penilik dalam supenrisi/pembinaan penye-

lenggaraankursus.
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